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PUTUSAN
Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Lbh
e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara

XXXputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tangga! lahir | NE
I Desa Amasing

Kota Barat, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku

Utara sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, _

Y

Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Juni 2022
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor
135/Pdt.G/2022/PA.Lbh, tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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-Bahwa, pada tanggal _Penggugat dan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera
Selatan Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor | NGczEN

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup
Bersama tinggal di rumah sendiri di Desa Amasing Kota Barat, kemudian

pindah ke Ternate sampai pisah;

3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri ba’da dukhul dan

sudah di karuniai seorang anak yang bernama :

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat lebih sering bermain Game di Handphone sehingga
kurang memperhatikan keadaan Penggugat dan anak;

4.2 Bahwa Tergugat bersikap tidak sopan dan tidak menghormati orang
tua Penggugat, sehingga sering berselisih dengan orang tua
Penggugat;

4.3 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
dengan layak;

5. Bahwa Puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun
2020 di mana pada saat itu Penggugat sudah tidak bisa tahan hidup
dengan Tergugat karena perilaku buruk Tergugat dan sejak saat itu

Penggugat dan Tergugat sudah pisah.

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak

berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaaimana
yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah
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tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaiman maksud dan tujuan

dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan

menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amannya bebunyi sebagai berikut :
PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena

perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduknomor_

_ bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah

dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok, oleh Hakim diberi

tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:_
_yang dikeluarkan oleh Kantor Umusan Agama

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai
cukup dan telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan temyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta
tanda bukti P.2;
B. Saksi

1. |
_ pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Amasing
Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
laki-laki bernama Muhammad Novaldian akan tetapi sudah

meninggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat
tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di desa
Amasing Kota Barat, kemudian pindah ke Ternate hingga pisah
tempat tinggal.
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- Bahwa Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi tahu disebabkan karena Tergugat sering main
game dan tidak memperdulikan Penggugat dan Anaknya,
Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat
tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak
tahun 2020.

- Bahwa Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat dan
anaknya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
menafkahi Penggugat dan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama pisah tempat tingal, Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi kembali rukun ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak
berhasil.

2. I
_, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di desa
Kamp. Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera

Selatan
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei
tahun 2019.

- Bahwa Peggugat dan Terguagt sudah dikarunia 1 orang anak
laki-laki bernama Muhammad Novaldian namun telah meninggal

dunia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat
tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di desa
Amasing Kota Barat, kemudian pindah ke Ternate hingga pisah
tempat tinggal.

- Bahwa Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat
sering main game dan tidak memperdulikan Penggugat dan
anaknya, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak
tahun 2020.

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bhawa Tergugattidak pernah menafkahi Penggugat.

- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun;

Bahwa Saksi pemah merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakillkuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Pendudk) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan cukup, Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan cukup, sesuai Pasal 285
R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang Saksi yang dihadirkan Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai penyebab pertengkaran hingga pisah tempat tinggal, adalah fakta
yang dilihat sendiri ataupun didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi
2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan pemikahannya
pada tanggal _ang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera

Selatan ;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lagi rukun
disebabakan Penggugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak
menafkahi Penggugat karena lebih fokus bermain game daripada mencari
nafkah;

3. Bahwa Tergugat telah pergi meinggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan

tidak selama pisah tempat tinggal, Terggat tidak menafkahi Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak terdekat

namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tahun 2020;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya
tidak lagi rukun;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha, maka sesuai
dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif
Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak
dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan
dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi

kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat atas

Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
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mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f ) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal dan keduanya tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2020,
apalagi Tergugat yang tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat selaku
istri, maka terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret 1997 yang abstraksi
hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi
pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian
telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal
persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan
demikian Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk
dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

il Gla o adia auldal) ¢ )2
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“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan
suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai
Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat
terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam,
Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu
ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga
putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu
rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuha pada hari

Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah

1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I Hakim Tunggal, putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Tunggal dibantu oleh Naim Abdurauf, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 100.000,00
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3. Biaya Panggilan . Rp. 170.000,00
4. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00

5. Biaya Meterai . Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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